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PUTUSAN
Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa
dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis
telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,
pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
RT. 004/RW. 006, Dukuh Pita Pitu, Xxxxx, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,
pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
RT. 004/RW. 006, Dukuh Pita Pitu, XxxxXx,
sekarang tidak diketahui keberadaan dan
alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09
Februari 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kebumen dengan
nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Kbm tanggal 09 Februari 2022 dengan dalil-
dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
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pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 1993 (25 Shofar 1414 H) di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, sebagaimana tercatat
pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx;

2. Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul tinggal
bersama di rumah kontrakan di Daerah Bekasi selama 5 tahun,
kemudian pada tahun 1998 pindah dan tinggal bersama di Rumah
orang tua Penggugat di RT 004 RW 006, Dukuh Pita Pitu, XxxxXx;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun
dan harmonis, serta telah berhubungan layaknya suami isteri (Bada
dukhul), dan telah dikaruniai dua orang keturunan bernama;

01. xxxxx, Umur 25 Tahun;

02. xxxxx, Umur 23 Tahun;

Dan kini anak pertama sudah mandiri sedangkan anak kedua diasuh
oleh Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis
namun sejak bulan Juli 1999 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai tidak harmonis, yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat hingga sekarang;

5. Bahwa sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah (uang) kepada Penggugat, sehingga kebutuhan
ekonomi rumah tangga tidak dapat tercukupi dengan baik;

6. Bahwa selama Tergugat pergi (bulan Juli 1999) Tergugat tidak pernah
pulang, tidak memberi kabar berita dan tidak pernah memberi nafkah
kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda kepada
Penggugat serta tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya yang
hingga kini telah berjalan kurang lebih 22 tahun 7 bulan lamanya;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat,
dengan cara menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun tidak
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berhasil dan kini Penggugat sudah tidak sabar lagi menunggu
Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup

berumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Kebumen,cq. Majelis Hakim agar berkenan untuk

menerima dan memeriksa gugatan ini dan memanggil kedua belah pihak

yang berperkara guna didengar keterangannya mengenai perkara ini dan
selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut : ;

01. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;

02. Menjatuhkan talak satu Ba&€™in Shughra Tergugat Tergugat

terhadap Penggugat, Penggugat;

03. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU: Apabila ternyata Ketua Pengadilan Agama Kebumen, cqg. Majelis
Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan
putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah
datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai
wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan halangan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir
untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-
dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak
pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :
A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305145304650003, tanggal
27 Agustus 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan
telah bermeterai cukup, (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sruweng, Kabupaten Kebumen Nomor 219/32/VII1/1993, tanggal 14
Agustus 1993, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah
bermeterai cukup, (bukti P.2);

3. Surat Keterangan Ghoib Nomor: 67/DS/2022, yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa Pandansari Kecamatan Sruweng Kabuoaten
Kebumen, tanggal 09 Februari 2022, telah bermeterai cukup dan
sudah diteliti, (bukti P.3);

B. Saksi:

1. Warsiman bin Maryasentika, umur 61 tahun, agama Islam,
pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dukuh Kedungwaru
RT. O004/RW. 002, Xxxxx, dibawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dan mengetahui Penggugat dan Tergugat
sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung
Penggugat;

- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat;

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2
(dua) orang anak;

- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup
rukun, akan tetapi sejak bulan Juli 1999 Tergugat pergi
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meninggalkan Penggugat tanpa pamit Penggugat dan tidak
diketahui tempat tinggalnya;

- bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,
Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

- bahwa saksi mengetahui sendiri kejadiannya karena saksi sering
ke rumah Penggugat;

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat,

akan tetapi tidak berhasil;

2. Supargiyatno bin Parsiman Al Hadi Utomo, umur 43 tahun, agama
Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Krenceng 2
RT. O004/RW. 002, Xxxxx, dibawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dan mengetahui Penggugat dan Tergugat
sebagai suami istri karena saksi adalah saudara sepupu
Penggugat;

- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat;

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2
(dua) orang anak;

- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup
rukun, namun sejak bulan Juli 1999 Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat tanpa pamit Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;

- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah kepada Penggugat;

- bahwa saksi mengetahui sendiri kejadiannya karena saksi sering
ke rumah Penggugat;

- bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi
dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan
tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk datang di
muka siding, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan
suatu halangan yang sah, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan

gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon
kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat
dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan
alasan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran, dan kemudian dengan tanpa
sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,
selama 22 (dua puluh dua) tahun 7 (tujuh) bulan, dengan tanpa
memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga
Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan membina rumah
tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya,
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Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua

orang saksi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis perlu menilai tentang
bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat yang berupa fotokopi Kartu
Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup dan
dicocokan dengan aslinya yang ternyata cocok, maka oleh karena alat
bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya
menerangkan bahwa Penggugat berpenduduk dan beralamat
sebagaimana tertera dalam identitas yang bersangkutan di awal surat
gugatannya, dan telah memenuhi syarat baik formil maupun materil, maka
bukti tersebut dapat diterima sebagai akta otentik yang berdasarkan pasal
165 HIR mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah
sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat
telah menikah secara sah pada tanggal 14 Agustus 1993, di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sruweng, Kabupaten
Kebumen sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat, sesuai dengan pasal 7 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Tergugat sejak
bulan Juli 1999 pergi meninggalkan tempat tinggalnya di Xxxxx, dan tidak
diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa
dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana
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diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e dan Pasal 147 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 1999 tanpa
pamit Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya, dan selama
Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, adalah
fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171
HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 1999 tanpa
pamit Penggugat dan tidak diketahui alamatnya, dan selama berpisah
Tergugat tidak pernah meberikan nafkah kepada Penggugat, adalah fakta
yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172
HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan  saksi-saksi
Penggugat tersebut, terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan

Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan

dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta hukum
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sebagi berikut :

1. Bahwa sejak bulan Juli 1999 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, hingga sekarang
selama 22 (dua puluh dua) tahun 7 (tujuh) bulan tahun berturut-turut;

2. Bahwa selama 22 (dua puluh dua) tahun 7 (tujuh) bulan tahun
Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberi nafkah kepada
Penggugat.

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan hidup rukun lagi

sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi

norma hukum Islam yang terkandung dalam :
1. Kitab Figih Sunnah juz Il halaman 292 sebagai berikut :

1) Uiy Lghalk Ll )kl o) Ada g3l Jla, Jsile pie M sl La gz g3l Gl 1Y)
Ada G aalaied Jla 4 S gy, LS oamy (e ) il
Artinya : “cApabila suami menghilang satu tahun atau lebih tanpa alasan
yang sah, maka isterinya dapat meminta kepada hakim untuk
menceraikan dengan talak ba'in, sepanjang (kepergian suami)
menyebabkan penderitaan bagi isteri walaupun suami

meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah".

2. Kitab Figih Sunnah Juz Il halaman 290 sebagai berikut :

daa Glay Y Laa £IAY) S 9 ol il o) o) Aa gl Ay Ll oAl L gea 1Y)
Al Aalh il Lagd 3uaY) 8 (ol jae g Lagdlial (pu B pidiad) ol 93

Artinya : "Dan apabila gugatan isteri telah terbukti di depan sidang
pengadilan (hakim) dengan bukti yang diajukan oleh isteri atau
dengan pengakuan suami, sedangkan perbuatan menyakitkan
yang dilakukan oleh suami tersebut berpengaruh pada

kelangsungan keutuhan rumah tangga pada umumnya, dan
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pengadilan (hakim) tidak dapat mendamaikan keduanya, maka

hakim dapat menjatuhkan talak bain suami kepada isteri”;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas
Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum
dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-

“

Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni “ membina rumah tangga yang
penuh rasa kasih sayang” serta “membentuk rumah tangga (keluarga)
yang kekal dan bahagia” tidak terwujud lagi. Oleh karena itu Majelis Hakim
berpendapat perceraian lebih maslahat dari pada mempertahankan
perkawinan yang tidak membawa kebahagiaan. Hal ini sejalan dengan
Kaidah Fighiyah yang berbunyi :

cbadl Qs e adte 2liall ¢ o
Artinya : "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik

kemaslahatan”:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum 1 (satu) dan 2 (dua) yang
terungkap di persidangan tersebut ternyata gugatan Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan
Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena Tergugat
yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa
hukumnya untuk menghadap di muka persidangan, maka harus
dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan
serta telah terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat tersebut

dikabulkan dengan verstek;
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Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan,
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan

dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhdap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan,
maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani
untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan
patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim,
yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggat 13 Dzulga'dah 1443 Hijriyah, oleh kami Drs.
Kharis sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Daldiri, S.H. danDrs. Suhardi,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022
Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulga'dah 1443 Hijriyah, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Agus Subagiyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
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Hakim anggota Ketua Majelis

Drs. H. Daldiri, S.H. Drs. Kharis
Hakim Aggota
Panitera Pengganti
Drs. Suhardi
Agus Subagiyo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses : Rp 75.000,00
Biaya Pemanggilan : Rp  280.000,00
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah @ Rp  405.000,00
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